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MOTTO 
 
 اًفْوَخ ُهوُعْداَو اَهِحَلَِْصإ َدْعَب ِضَْرْلْا يِف اوُدِسْفُت َلََو
 َنيِنِسْحُمْلا َنِم ٌبيِرَق ِ َّاللَّ َتَمْحَر َِّنإ ۚ اًعَمَطَو 
 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik” 
Q.S. Al-A’raf ayat 56 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan  
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j je 
ح h}a h} ha 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal z\ zet 
ر Ra r er 
ix 
 
 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’..... koma terbalik di atas 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q ki 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
م Mim m em 
ن Nun n en 
و Wau w we 
ه Ha h ha 
x 
 
 
ء hamzah ...’... apostrop 
ي Ya y Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
 
a. Vokal Tunggal  
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fath}ah A a 
  َ  Kasrah I i 
  َ  Dammah U u 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركز Zukira 
3. بهزي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
xi 
 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ....... ا Fath}ah dan ya Ai a dan i 
و ....... ا Fath}ah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh:  
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ....... ا Fath}ah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di 
atas 
ي ....... ا Kasrah dan ya i> i dan garis di 
atas 
و ....... ا Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di 
atas 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
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4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah  
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:  
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dammah transliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/.  
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No. Kata Bhasa Arab Transliterasi 
1. لافطلاا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ 
raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam 
transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّببر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
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6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لأ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti 
dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 
dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, 
kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata 
sambung.  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajalu 
2. للالجا Al-jala>lu 
 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكا Akala 
2. نوذخات Ta’khuduna 
3. ؤنلا An-nau’u 
xiv 
 
 
 
8. Huruf Kapital  
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf awal 
kapital untuk Allah hanya berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang 
lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan.  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لوسرلاادممحامو Wa ma> Muhammad illa> rasu>l 
2. ينلماعلا بر هّللادملحا Al-hamdu lillahi rabbil 
‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata  
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam 
tansliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلايرخوله هّللا ناو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ 
xv 
 
 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-
ra>ziqi>n 
2. نازيلما و ليكلا اوفواف Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>na/ 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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Nisma Hanum Puspaningsih NIM. 15.21.3.1.027, “STUDI KOMPARASI 
ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN 
HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN 
DISERTAI PEMBUNUHAN”. Permasalahan yang diangkat sebagai fokus 
penelitian adalah bagaimana persamaan dan perbedaantindak pidana pencurian 
disertai pembunuhan antara kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan 
hukum pidana Islam dilihat dari aspek unsur-unsur tindak pidana, dan aspek 
hukuman. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengunakan jenis penelitian 
kepustakaan (library reserch). Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif 
yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 
norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sumber data sekunder, yang berisi bahan-bahan hukum. Bahan hukum 
primer yang digunakan peneliti adalah Al-Qur’an dan Hadis dan Ki                                                                                                                                                                                                                      
tab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan 
peneliti adalah buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi 
hukum. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu pertama, Tindak 
pidana pencurian disertai pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana 
termasuk dalam pasal 365 ayat (3) KUHP. Sedangkan tindak pidana pencurian 
disertai pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jari>mah 
hira>bah. Kedua, diantara keduanya ada beberapa persamaan, dari aspek unsur-
unsur tindak pidana persamaannya yaitu sama-sama terdapat unsur perbuatan 
mengambil harta, perbuatan menghilangkan nyawa, dan dengan cara melawan 
hukum. Dilihat dari aspek hukuman yaitu sama-sama memiliki perundang-
undangan. Ketiga, perbedaan diantara keduanya dilihat dari aspek unsur-unsur 
tindak pidana yaitu pada unsur kepemilikan barang dan jumlah pelakunya. Dilihat 
dari aspek hukuman dalam hukum positif yaitu hukumannya tunggal berupa 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan dalam hukum Islam 
hukumannya adalah  hakim dapat memilih  antara  potong tangan dan kaki, 
kemudian dibunuh atau disalib, atau dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan 
dan kaki, atau disalib kemudian dibunuh. 
 
 
Kata kunci: Pencurian disertai pembunuhan, jari>mah hira>bah, unsur-unsur 
tindak pidana, hukuman. 
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ABSTRACT 
Nisma Hanum Puspaningsih NIM. 15.21.3.1.027 "STUDY ON 
COMPARISON BETWEEN THE BOOK OF LAW CRIMINAL LAW (Penal 
Code) AND THE ISLAMIC CRIMINAL LAW WITH THEFT OF THE 
CRIME OF MURDER". Issues raised as a focus of research is how the equation 
and perbedaantindak crime of theft with murder in the book of the law of criminal 
law (Penal Code) and the Islamic criminal law from the aspects of the elements of 
a crime, and the punishment aspect. 
The research is a qualitative research using a type of library research (library 
reserch). And using normative juridical research that focused on reviewing the 
application of the rules or norms of positive law. The data used in this study is a 
secondary data source, which contains legal materials. Primary legal materials that 
are used by researchers is the Qur'an and the Hadith and Ki tab Criminal Justice 
Act. Materials researchers used secondary law is the law books, law dictionaries, 
legal journals, legal thesis. 
The conclusion that can be drawn from this thesis: first, The criminal act of 
theft with murder in the book of law, including criminal law in Article 365 
paragraph (3) of the Criminal Code. While the crime of theft with murder in Islamic 
criminal law is included infinger> mah Hira> bah, Second, there are some 
similarities between the two, from the aspect of the elements of the crime of 
equation they both are elements of the act take the treasure, the act of killing, and 
unlawfully. Viewed from the aspect of punishment that have the same legislation. 
Third, the difference between the two from the aspects of the elements of criminal 
acts, namely the element of ownership of the goods and the amount of the culprit. 
Viewed from the aspect of punishment in the positive law is a single sentence in the 
form of imprisonment for ever fifteen years, whereas in Islamic law the punishment 
is the judge can choose betweencutting off of hands and feet, then killed or crucified 
or killed without the cross and without cutting off of hands and feet, or crucified 
and then murdered. 
 
 
Keywords: theft with homicide, finger> mah Hira> bah, elements of crime, 
punishment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada perkembangan zaman abad ke 21 kehidupan masyarakat semakin 
berkembang. Dalam segi teknologi, budaya, sosial dan hukum. Namun 
semakin berkembangnya zaman menjadikan perilaku tersebut mengalami 
banyak penyimpangan di kalangan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai 
dengan norma yang ada dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. 
Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak 
negatif yang antara lain berupa banyak jenis kejahatan yang dilakukan. Lebih-
lebih dalam era globalisasi, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi 
sudah transnasional. Beberapa jenis kejahatan yang menonjol adalah 
kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan dan kejahatan terhadap harta 
benda yaitu pencurian.1 
  Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda 
di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, peristiwa ini sering terjadi. 
Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan 
yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, 
bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.2 Tindak 
pidana pencurian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
                                                          
1 Bambang waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1. 
2 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, ed. 
Fifit Fitri Lutfianingsih, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2014), hlm. 127. 
2 
 
 
 
terdapat dalam Bab XXII pasal 362 sampai 367 tentang Pencurian, yang 
didalamnya terdapat beberapa macam tindak pidana pencurian beserta 
hukumannya.3 
Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu 
perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah 
tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian”juga digunakan sebagai sebutan 
informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti 
pencurian dengan kekerasan rumah,penggelapan, larseni, perampokan, 
pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi 
tertent, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan 
yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantika larseni. Seseorang 
yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya 
disebut mencuri. 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan 
yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak 
sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai 
sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan 
suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.  
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan 
                                                          
3 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia,1995), hlm. 249. 
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tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya 
yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban 
dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya, jika pencurian 
dengan kekerasan itu berakibat mati orang. Ancaman hukumannya di 
perberat. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa 
sepengetahuan korban.4 
Sedangkan pembunuhan dalam sejarah kehidupan manusia, telah terjadi 
sejak dahulu kala dan pengaturannnya/hukumannya pun telah ditentukan. 
Dalam KUHP, pembunuhan dimuat dalam Bab XIX yang diatur dalam pasal 
338 dampai 350 tentang kejahatan terhadap terhadap nyawa.5 
Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan 
menjadi dua jenis dalam KUHP, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang 
dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), yang temuat dalam Pasal 338 
sampai dengan pasal 350 KUHP, dan kejahatan terhadap nyawa yang 
dilakukan tidak dengan sengaja (culpose misdrijven), yang temuat dalam Bab 
XXI (khusus pasal 359) KUHP.  
Menurut Islam pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 
oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang 
                                                          
4 R.M. Suharto, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2002), hlm. 
37. 
5 Laden Marpung. SH., Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta; Sinar 
Grafika,2005), hlm. 19. 
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meninggal dunia. Pembunuhan diklasifikasikan menurut sifat perbuatannya 
dibagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan 
pembunuhan semi sengaja.6 Dalil hukum dalam Al-Quran yang mengatur 
tentang sanksi pembunuhan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178  
ِاب ُّرُحْلا ۖ َىلَْتقْلا ِيف ُصاَِصقْلا ُمُكَْيلَع َِبتُك اُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي َعْلاَو ِّرُحْل ُدْب
 َمْلِاب ٌعَابِّتَاف ٌءْيَش ِهيَِخأ ْنِم َُهل َِيفُع ْنََمف  َٰۚىثُْنْلْاِب َٰىثُْنْلْاَو ِدْبَعْلِاب ٌءا َ َأَو ِ وُرْع
 ََلف َِكل َٰذ َدَْعب ٰىََدتْعا ِنََمف  ٌۗةَمْحَرَو ْمُكِّبَر ْنِم ٌفِيفَْخت َِكل َٰذ ۗ ٍناَسِْحِإب ِهَْيِلإ ٌٌ اَذَع ُه
 ٌمِيَلأ 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang 
baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang 
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah  
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat 
pedih”.7 
 
 Menurut pandangan hukum pidana Islam apabila seseorang berniat 
mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, dan berhasil mengambil 
harta dan membunuh pemiliknya merupakan pengertian dari hirabah atau 
perampok. Secara harfiah hirabah pada umumnya cenderung mendekati 
pengertian pencuri. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang 
orang lain secara diam-diam, sedangkan hirabah adalah mengambil barang 
                                                          
6 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24. 
7 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha 
Putra, 1998), hlm 52. 
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orang lain dengan cara anarkis. Misalnya merampok, mengancam atau 
menakut-nakuti orang.8 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
menganalisis persamaan dan juga perbedaan tentang tindak pidana 
pembunuhan disertai pencurian menurut hukum positif dan hukum Islam ke 
dalam bentuk skripsi, sehingga penulis memilih judul  “Studi Komparasi 
Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum 
Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Apa persamaan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan antara 
kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam ?  
2. Apa perbedaan tindak pencurian disertai pembunuhan antara kitab 
undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin penulis capai adalah : 
1. Untuk mengetahui persamaan tindak pidana pencurian disertai 
pembunuhan antara kitab undang-undang hukum pidana dan hukum 
pidana Islam. 
                                                          
8 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69. 
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2. Untuk mengetahui perbedaan tindak pidana pencurian disertai 
pembunuhan antara kitab undang-undang hukum pidana dan hukum 
pidana Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan diatas, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi : 
1. Manfaat teoritis 
Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan 
dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Pidana Islam terhadap 
pembaca dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian yang 
disertai pembunuhan. 
2. Manfaat praktis 
Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah 
terhadap pembaca dan para penulis atau bahkan dapat dijadikan 
perbandingan dengan penulis selanjutnya terkait dengan persamaan dan 
perbedaan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan antara kitab 
undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam. 
E. Kerangka Teori 
1. Tindak Pidana 
Pembahasan mengenai istilah, pengertian dan juga unsur tindak 
pidana akan memperlihatkan tentang berbagai istilah yang digunakan 
dalam pembicara mengenai hukum pidana. Kitab Undang-undang 
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Hukum Pidana (KUHP) dalam teks asli bahasa Belanda menyebut tindak 
pidana dengan istilah strafbaar feit.9 
Keragaman pendapat diantara pakar hukum mengenai pengertian 
strafbaar feit melahirkan beberapa rumusan mengenai strafbaar feit itu 
sendiri, yaitu : 
a. Perbuatan pidana 
b. Peristiwa pidana 
c. Tindak pidana.10 
KUHP membagi tindak pidana menjadi dua golongan besar, yaitu 
golongan kejahatan  yang termuat dalam Buku II, dan golongan 
pelanggaran yang termuat dalam Buku III KUHP. 
Dari Buku II KUHP , 16 titel mengenai kejahatan terhadap 
kepentingan individu (XIII-XXVII, dan XXX); 8 titel mengenai 
kejahatan terhadap kepentingan masyarakat (V,VI, VII, IX, X, XI, XII, 
dan XXIX); dan 6 titel mengenai kejahatan terhadap kepentingan Negara 
(I, II, III, IV, VIII, dan XXVIII). 
Dari Buku III KUHP, 4 titel mengenai pelanggaran terhadap 
kepentingan individu (IV, V, VI, dan VII); 3 titel mengenai pelanggaran 
                                                          
9 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 
93. 
10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, cet 8, 2010), hlm. 2. 
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terhadap kepentingan masyarakat (I, II, dan IX) ; 3 titel mengenai 
pelanggaran terhadap kepentingan Negara (III, VIII, dan X).11 
Pembagian tindak pidana memperlihatkan macam-macsm tindak 
pidana yang dibeda-bedakan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu : 
a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran 
b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil 
c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan 
kealpaan 
d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan 
e. Tindak pidana commissionis , tindak pidana  omissionis , dan tindak 
pidana cimmissionis per omisionem commisa 
f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus 
g. Delik tunggal dan delik berganda 
h. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya 
i. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat 
j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.12 
Dalam Hukum Pidana Islam kata tindak pidana sering disebut 
dengan jina>yah. Kata jina>yah diartikan sebagai perbuatan dosa atau 
perbuatan salah.13 
                                                          
11 Wirjono Prodjokodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed. Aep 
Gunarsa, (Bandung: PT Refika Aditama, cet 3, 2010), hlm. 7. 
12 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP …, hlm. 107. 
13 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras,2009), 
hlm 1. 
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Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jina>yah atau 
jari>mah. Istilah jari>mah mempunyai kandungan arti yang sama 
dengan istilah jina>yah, baik dari segi bahasa maupun segi istilah.14 
Suatu perbuatan dianggap jari>mah apabila memenuhi syarat dan 
rukun. Rukun jari>mah dikategorikan menjadi 2 yaitu rukun umum dan 
rukun khusus. Rukun umum adalah unsur yang harus terpenuhi dalam 
setiap jari>mah, yang termasuk dalam rukun umum adalah : unsur 
formil, unsur materiil, dan unsur moril. Sedangkan unsur khusus adalah 
unsur yang terdapat pada peristiwa pidana tertentu.15  
Jari>mah dilihat dari segi berat ringannya hukuman dibagi 
menjadi 3 (tiga), yaitu : 
a. Jari>mah h{udu>d, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis 
dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman h}ad 
(hak Allah).16 Jari>mah h{udu>d ini ada tujuh macam, yaitu : 
jari>mah zina> , jari>mah qadzaf, jari>mah al-khamr, jari>mah 
pencurian, jari>mah hirabah, jari>mah riddah, dan jari>mah 
pemberontakan.17 
b. Jari>mah qis{a>s{, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman 
qis{a>s{ (serupa) atau diya>t (ganti rugi).18 jari>mah qis{a>s{ dan 
                                                          
14 Ibid.. hlm 3. 
15 Ibid.. hlm 11. 
16 Ibid.. hlm 12. 
17 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 3, 2016), 
hlm. X. 
18 Makhrus Munajad, Hukum Pidana Islam di Indonesia …, hlm 165. 
10 
 
 
 
diya>t hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. 
Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam. Yaitu : 
pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, 
pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan 
penganiayaan tidak sengaja.19 
c. Jari>mah ta@zi>r, yaitu suatu istilah untuk hukuman atas 
jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 
syara’.20 
2. Tindak Pidana Pencurian 
Tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP dirumuskan 
sebagai “ Mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 
dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.  
Tindak pidana pencurian diatur alam pasal 362 KUHP terdiri atas 
unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut : 
a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai benda tersebut 
secara melawan hukum 
b. Unsur objektif :  
1) Barang siapa 
2) Mengambil 
3) Sesuatu benda 
4) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.21 
                                                          
19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. Xi. 
20 Makhrus Munajad, Hukum Pidana Islam di Indonesia …, hlm 178. 
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Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia 
dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam, sesuai dengan yang diatur dalam 
pasal 362-367 KUHP, yaitu : 
a. Pencurian biasa, sebagaimana diterangkan pada pasal 362 KUHP; 
b. Pencurian dalam bentuk pemberatan, sebagaimana diterangkan pada 
pasal 363 KUHP; 
c. Pencurian dalam bentuk ringan, sebagaimana diterangkan pada pasal 
364 KUHP; 
d. Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diterangkan pada pasal 
365 KUHP; 
e. Pencurian dalam keluarga, sebagaimana diterangkan pada pasal 367 
KUHP.22 
Dalam hukum pidana Islam pencuri adalah orang yang mengambil 
benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk 
dimiliki.23 Dasar sanksi hukum bagi pencuri di dalam Al-Quran terdapat 
dalam surah Al-Maidah ayat 38 : 
  ِ َّاللّ َنِم ًلًاََكن اَبَسَك اَِمب ًءاَزَج اَُمَهيِدَْيأ اوَُعطْقَاف َُةقِرا َّسلاَو ُقِرا َّسلاَو ۗ 
 ٌميِكَح ٌزيِزَع ُ َّاللَّو 
Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
                                                                                                                                                               
21 Lumintang dan Theo Lumintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, ed 2, cet 1, 2009), hlm. 2. 
22 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal…, hlm. 255.  
23 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 62. 
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kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana”.24 
 
Rukun atau unsur-unsur dari pencurian dalam hukum pidana Islam 
ada empat, yaitu sebagai berikut : 
a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi; 
b. Barang yang diambil berupa harta; 
c. Harta yang diambil adalah milik orang lain; 
d. Melawan hukum.25 
Hukuman untuk tindak pidana pencurian dikenai dua macam 
hukuman, yaitu sebagai berikut : 
a. Penggantian kerugian 
b. Hukuman potong tangan.26 
3. Tindak Pidana Pembunuhan 
Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Indonesia menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan 
perbuatan menghilangkan nyawa dengan cara melanggar hukum.  
Pembunuhan dalam KUHP diatur dalam bab XIX tentang kejahatan 
terhadap nyawa orang yang diatur dalam pasal 338-350 KUHP. 27 
                                                          
24 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha 
Putra, 1998), hlm. 212. 
25 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, ed Achmad Zirzis dan Nur Laily Nusroh, 
(Jakarta: Paragonatama Jaya, ed. 1, cet. 1, 2013), hlm114 
26 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam …, hlm. 90. 
27 Laden Marpung. SH., Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh…, hlm. 20. 
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Menurut kesalahannya kejahatan terhadap nyawa ada 2 (dua) 
macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja. 
a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dnegan sengaja , adalah 
perbuatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350 , 
yang digolongkan menjadi 3 bagian yaitu : 
1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat 
dalam pasal 338, 339, 340, dan 345 KUHP. 
2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, 343 KUHP. 
3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 
kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, 
dan 349 KUHP 
b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja, 
dimuat dalam Bab XXI KUHP (khusus pasal 359).28 
Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan merupakan perbuatan 
yang dilarang syara’. Definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang 
terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik 
perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.29 
Pembunuhan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 
a. Pembunuhan yang dilarang 
                                                          
28 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa…, hlm. 55. 
29 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam …, hlm. 137. 
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b. Pembunuhan dengan hak 
Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, 
Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi menjadi tiga, yaitu : 
a. Pembunuhan sengaja 
b. Pembunuhan menyerupai sengaja 
c. Pembunuhan karena kesalahan.30 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai 
literature hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 
dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri diantara 
skripsi yang membahas mengenai pencurian dengan disertai tindak pidana 
pembunuhan diantaranya : 
Pertama skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Concurcus 
Realis Pada Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian(Studi Kasus Putusan 
Pengadilan No.87/Pid.B/2015/Pn.Pkj) Mahasiswa Universitas Hasanuddin 
Makassar ,jurusan hokum.31 Pada skripsi ini membahas tentang penerapan 
hokum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan 
pencurian (Concursus Realis) dalam perkara pidana 
No.87/Pid.B/2015/Pn.Pangkajene dan membahas pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan pidana pembunuhan dan pencurian (Concursus Realis) 
dalam perkara pidana No.87/Pid.B/2015/Pn.Pangkajene, namun pembahasan 
                                                          
30 Ibid.. hlm 139. 
31 Yogi Pratama, Tinjauan Yuridis Terhadap Concurcus Realis pada Tindak Pidana 
Pembunuhan dan Pencurian (Studi kasus Putusan No.87/Pid.B/2015/Pn.Pkj, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017. 
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ini membahas dalam hukum pidana positif di Indonesia. Perbedaan dengan 
peneliti penulis bahwa pada skripsi yang ditulis diatas hanya mengkritisi atau 
menganalisis isi putusan secara hukum positif saja sementara dalam peneliti 
penulis adalah mengkoparasikan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencurian disertai 
pembunuhan dilihat dari aspek unsur-unsur tindak pidana dan aspek 
hukuman. 
Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak 
Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan (Studi Putusan Hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta No. 99/Pid.B/1990/Pn.Ska dan Putusan no 
98/Pid.B/1990/Pn.Ska) Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta jurusan 
Hukum.32 Pada skripsi ini penulis membahas tentang dasar pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana 
perampokan disertai pembunuhan serta kendala-kendala yang dialami Hakim 
dalam mengadili perkara. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam 
menganalisis putusan, skripsi ini menganalisis pertimbangan Hakim dengan 
menggunakan Hukum Positif (KUHP) sedangkan penulis mengkoparasikan 
antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam tentang 
tindak pidana pencurian disertai pembunuhan dilihat dari aspek unsur-unsur 
tindak pidana dan aspek hukuman.  
  
                                                          
32 Sutiyono, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perampokan disertai 
Pembunuhan( Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta No. 99/Pid.B/1990/Pn.ska dan 
Putusan No 98/98/Pid.B/1990/Pn.Ska), Skripsi tidak diterbitkan, Fakulta Hukum Universitas 
Negeri Surakarta,2010. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research).33 Yaitu penelitian dengan memanfaatkan dokumen-dokumen 
berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, brosul, internet, dll. 
2. Sumber data 
Sumber data ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa : 
a. Bahan Hukum Primer 
 Merupakan semua aturan hukum yang berbentuk dan/atau dibuat 
secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau bahan-bahan 
pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya 
paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara.34 Bahan 
hukum primer yaitu berupa : 
1) Hukum Islam : Al-Qur’an dan Hadits 
2) Hukum Positif : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah data penunjang penelitian yang 
diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian data 
                                                          
33 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta; Gahlia Indonesia, 1998), hlm. 111. 
34 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press, 
2013). Hlm 67. 
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primer.35 Data sekunder dalam penelitiann ini diperoleh dari buku-
buku, hasil penelitian, jurnal ilmu hukum. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berdasarkan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 
kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data 
primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis 
yang tidak lain dari buku-buku hukum pidana Islam maupun hukum 
pidana positif. 
4.  Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data 
kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan kerangka 
berfikir yaitu dengan membuat studi komparasi untuk menemukan 
perbandingan dalam aspek unsur-unsur tindak pidana dan sanksi/ hukuman 
tentang tindak pidana pencurian disertai pembunuhan. 
H. Sistematika Penulisan 
Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang tersusun secara 
sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu 
rangkaian yang berkesinambungan. 
Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 
                                                          
35 Ibid.. hlm. 68. 
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Bab I, pada bab ini peneliti akan memaparkan pendahuluan yang berisi 
tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika penelitian. 
Bab II, pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori tentang 
tindak pidana pencurian , pembunuhan, teori hukuman, dan teori unsur-unsur 
tindak pidana dalam hukum positif maupun hukum pidana islam. 
Bab III, pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang unsur-unsur 
dan sanksi atau hukuman tentang tindak pidana pencurian disertai 
pembunuhan menurut Kitab Undang-undang hukum pidana dan hukum 
pidana Islam. 
Bab IV, pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis 
mengenai persamaan dan perbedaan antara Kitab undang-undang hukum 
pidana dan hukum pidana Islam tentang pencurian disertai pembunuhan 
dilihat dari aspek unsur-unsur tindak pidana dan aspek hukuman. 
Bab V, merupakan penutup, dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan 
saran. Peneliti mengemukakan kesimpulan umum dari penelitian ini secara 
keseluruhan, yang dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan 
masalah yang telah dikemukakan. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA PENCURIAN , PEMBUNUHAN, TEORI HUKUMAN, 
DAN TEORI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM HUKUM 
PIDANA INDONESIA MAUPUN HUKUM PIDANA ISLAM. 
A. Tindak Pidana 
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif 
a. Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata “strafbaar 
feit”. Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa latin yaitu delictum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
kata delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.1 
Pendapat diantara pakar hukum mengenai pengertian strafbaar feit 
melahirkan beberapa rumusan mengenai strafbaar feit itu sendiri, 
yaitu : 
1) Perbuatan pidana 
Istilah strafbaar feit diterjemahkan oleh Prof. Mulyatno, S.H dengan 
perbuatan pidana. Beliau berpendapat bahwa istilah “perbuatan 
pidana” menunjuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia 
yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum, dimana 
pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kata “perbuatan” juga 
                                                          
1 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 
93. 
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menunjuk kepada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang 
bersifat aktif, maksud dari aktif yaitu melakukan sesuatu yang 
sebenarnya dilarang hukum, tetapi dapat juga bersifat pasif, 
maksudnya yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum.2 
2) Peristiwa pidana 
Istilah “peristiwa pidana” dikemukaan pertama kali oleh Prof. 
Wirjono Prodjodikoro, S.H. di dalam perundang-undangan 
formal Indonesia. Istilah ini juga pernah digunakan secara resmi 
di dalam UUD Sementara 1950, yang termuat dalam pasal 14 ayat 
(1). Pengertian “peristiwa pidana” lebih menunjuk pada suatu 
kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia 
maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapa 
sehari-hari sering didengar ucapan bahwa kejadian itu merupakan 
peristiwa alam. 
3) Tindak pidana. 
Istilah tindak pidana terjemahan dari strafbaar feit oleh pihak 
pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini juga banyak 
digunakan dalam undang-undang pidana khusus, misalnya 
Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang 
Pidana Korupsi dan lain sebagainya. 
                                                          
2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Rajawali Pers, cet 8, 2010), hlm. 48 
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Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang 
sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau 
lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang 
dilakukan oleh pembentuk undang-undang.3 
b. Pembagian tindak pidana 
Pembagian dalam tindak pidana ini dimaksudkan untuk 
mempermudah dalam pengenalan terhadap tindak pidana yang 
dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Pengenalan 
terhadap tindak pidana yang bermacam-macam ini bermanfaat bagi 
penstudi hukum pidana, karena setiap tindak pidana selalu 
mempunyai unsur-unsur khusus selain unsur-unsur yang bersifat 
umum. Dengan dikenalinya ciri dan unsur yang terkandung pada 
setiap rumusan tindak pidana, maka akan lebih mudah diketahui unsur 
apa yang harus dibuktikan dalam siding pengadilan.4 
Pembagian tindak pidana memperlihatkan macam-macsm tindak 
pidana yang dibeda-bedakan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu : 
1) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran 
Didalam KUHP kejahatan terdapat di Buku Kedua yang isinya 
ada bab I s/d Bab XXXI, sedangkan pelanggaran terdapat di Buku 
Ketiga yang isinya ada Bab I s/d Bab IX.5  
                                                          
3 Ibid .. hlm. 49. 
4 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP…, hlm. 107. 
5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia,1995), hlm. 7. 
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Berdasarkan kriteria kualitatif , kejahatan merupakan delik 
hukum (recht delicten) yaitu suatu perbuatan yang berdasarkan 
kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari 
persoalan ada tidaknya penetapan didalam peraturan perundang-
undangan tindak pidana. Sebaliknya pelanggaran disebut sebagai 
wet delicten yaitu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan 
yang tercela, sebagai tindak pidana semata-mata karena 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Perbedaan berdasarkan kriteria kualitatif dipandang tidak 
memadai karena diantara tindak pidana yang digolongkan sebagai 
pelanggaran juga memiliki sifat-sifat dasar yang tercela.  
Perbedaan berdasarkan kriteria kuantitatif yaitu tindak pidana 
kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan 
dengan tindak pidana pelanggaran. Moeljatno memberi penilaian 
bahwa tindak pidana kejahatan lebih berat dibandingkan dengan 
tindak pidana pelanggaran dilihat dari beberapa hal berikut : 
a) Tindak pidana kejahatan dapat diancam dengan pidana 
pencara sedangkan tindak pidana pelanggaran tidak. 
b) Bentuk kesalahan pada kejahatan baik kesengajaan maupun 
kealpaan merupakan unsur yang penting, maka harus 
dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan 
pelanggaran pembuktian adanya kesalahan menjadi tidak 
perlu. 
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c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat 
dipidana (pasal 54 KUHP), juga perbantuan pada 
pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60KUHP) 
d) Tenggang daluarsa untuk menentukan pidana maupun hak 
eksekusi pada tindak pidana pelanggaran lebih pendek 
dibandingkan dengan kejahatan, yaitu 1(satu) tahun untuk 
pelanggaran dan 2(dua) tahun untuk kejahatan. 
e) Dalam hal perbarengan pada pemidanaan berbeda untuk 
tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.6 
2) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil 
Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang 
perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang 
dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu. Sedangkan tindak 
pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya 
lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.7 
Contoh delik formal adalah pasal 362 KUHP tentang pencurian, 
jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan 
seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Sedangkan untuk 
contoh delik materiil adalah pasal 338 KUHP tentang 
                                                          
6 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP…, hlm. 109. 
7 Ibid. 
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pembunuhan, yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya 
boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.8 
3) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan 
kealpaan 
Tindak pidana dengan unsur kesengajaan ialah tindak pidana 
yang terjadi karena pelaku tindak pidana itu memang mempunyai 
keinginan untuk melakukan perbuatan tindak pidana itu, 
termasuk juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan 
tindak pidana itu. Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan 
dengan sengaja yang terdapat pada pasal 338 KUHP. Sedangkan 
tindak pidana dengan unsur kealpaan ialah tindak pidana yang 
terjadi si pelaku tidak memiliki keinginan atau kehendak untuk 
melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut, demikian pula 
dengan akibat dari perbuatan itu. Contohnya adalah karena 
kealpaannya menyebabkan matinya seseorang yaitu terdapat 
dalam pasal 359 KUHP.9 
4) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan 
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya 
hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepentinga atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinaan, 
                                                          
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana…, hlm. 59. 
9 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP…, hlm. 110. 
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pemerasan.10 Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah 
tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa 
atau inisiatif dari si korban.11 
5) Tindak pidana commissionis, tindak pidana  omissionis, dan 
tindak pidana cimmissionis per omisionem commisa 
Delik commisionis merupakan delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, 
misalnya pencurian, penggelapan, pencurian. 
Delik ommisionis merupakan delik yang berupa pelanggaran 
terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang 
diperintahkan atau yang diharuskan, misalnya tidak menghadap 
sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP tentang 
pelanggaran tentang kekuasaan umum).Delik commisionis per 
ommisionen commisa merupakan delik yang berupa pelanggaran 
larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh 
anaknya dengan cara ridak memberi air susu (pasal 338 KUHP 
tentang pembunuhan).12 
6) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung 
terus. 
                                                          
10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana…, hlm. 61. 
11 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP…, hlm. 109. 
12 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, ed 
Fifit Fitri Lutfianingsih, (Jakarta: Kencana, ed. 1, 2014), hlm. 46. 
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Delik yang berlangsung terus merupakan delik yang mempunyai 
ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya 
yaitu merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP). 
Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus atau delik selesai 
merupakan delik tiada lebih dari suaru perbuatan yang mencakup 
melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu 
seperti menghasut, membunuh, dan membakar.13 
7) Delik tunggal dan delik berganda 
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup 
dengan satu kali perbuatan. Sedangkan delik berganda 
merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi 
bilamana dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya 
penadahan sebagai kebiasaan ( Pasal 481 KUHP). Pada tindak 
pidana penadahan, perbuatan yang dilarang itu lebih dari satu, 
yakni membeli barang-barang yang merupakan hasil pencurian.14 
8) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada 
pemberatannya 
Tindak pidana yang ada pemberatannya contohnya adalah 
pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 
(pasal 340 KUHP), sedangkan tidak pidana sederhana contohnya 
penganiayaan (pasal 351 KUHP). 
                                                          
13 Ibid.. hlm. 47. 
14 Ibid. 
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9) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat 
Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak 
kerugiannya tidak besar dank arena itu ancaman pidananya juga 
ringan. Sedangkan tindak pidana berat merupakan tindak pidana 
yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan 
karena itu ancaman pidananya juga berat.  
10) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik 
Pembagian tindak pidana ini didasarkan pada substansi dari 
perbuatan yang dijadikan tindak pidana itu. Jadi tindak pidana 
ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang 
ekonomi, sedangkan tindak pidana politik adalah tindak pidana 
yang ada dalam masalah politik.15 
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 
a. Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan 
jina>yah. Secara terminologi kata jina>yah memiliki beberapa 
pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Adb al-Qadir Awdah : 
 َفٌَءا  و  س,اًعْر  شٌَم َّر  حُمٍَلْعِفِلٌَمْسِاَُة  يَا  نِجْلاٍََلا  مَْو أٍَسْف  نَى ل  عَُلْعِفْلاَ  ع ق  و
َْكِلا  ذَُرْي  غَْو ا 
                                                          
15 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana 
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 
107. 
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Artinya : “Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu 
mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.”16 
 
Jadi jina>yah adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena 
dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. 
Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jina>yah atau jari>mah. 
Istilah jari>mah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah 
jina>yah, baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Dari segi bahasa 
jari>mah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jara>ma 
yang artinya berbuat salah sehingga jari>mah mempunyai arti berbuat 
salah.sedangkan dari segi istilah jari>mah diartikan larangan-
larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman h}ad atau 
ta’zi>r.17 
b. Pembagian tindak pidana 
Diantara pembagian jari>mah yang paling penting adalah pembagian 
ditinjau dari segi hukumannya. Jari>mah ditinjau dari segi 
hukumannya terbagi terbagi kepada tiga bagian, yaitu jari>mah 
h{udu>d, jari>mah qis{a>s{ dan diya>t, dan jari>mah ta’zi>r. 
1) Jari>mah H{ud>ud 
Jari>mah h{udu>d adalah jari>mah yang ancaman hukumannya 
telah ditentukan oleh Allah yaitu hukuman h}ad. Sebagaimana 
telah dikemukakah oleh Abdul Qadir Audah, yaitu :“Hukuman 
                                                          
16 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras,2009), 
hlm. 1. 
17 Ibid.. hlm. 4. 
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h}ad adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan 
merupakan hak Allah.” 
Jari>mah h{udu>d ada tujuh macam, yaitu : 
a) Zina> 
Hukum Islam mengartikan zina> yaitu setiap hubungan 
kelamin diluar nikah, baik pelaku sudah kawin ataupun 
belum, dilakukan dengan suka sama suka ataupun tidak.18 
Hukuman bagi pelaku zina> yang belum menikah (ghairu 
muhsan) didasarkan pada ayat Al-Qur’an, yaitu didera 
seratus kali, sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi 
rajam (melempari batu).19 
b) Qadzaf 
Qadzaf dari segi bahasa berarti ar-ramyu artinya melempar, 
sedangkan menurut istilah qadzaf yaitu menuduh wanita 
baik-baik berbuat zina tanpa adanya alas an yang 
meyakinkan. Dalam hukum Islam perbuatan qadzaf termasuk 
dalam jari>mah h{udu>d yang ancaman hukumannya berat, 
yaitu didera 80 kali.20 
c) Sariqah (Pencurian) 
                                                          
18 Ahmad wardi muslich, Hukum Pidana Islam...,  hlm. 3. 
19 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 140.  
20 Ibid.. hlm. 142. 
30 
 
 
 
Sariqah (pencurian) merupakan perbuatan mengambil harta 
orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki 
serta idak adanya paksaan. Al-Qur’an dalam surat Al-Maidah 
ayat 38 menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan 
hukuman poting tangan.21 
d) H}ira>bah (Pencurian) 
H}ira>bah adalah mengambil harta milik orang lain yang 
dilakukan secara terang-terangan dan kekerasan. Bentuk-
bentuk jari>mah h}ira>bah ada empat yaitu keluar untuk 
mengambil harta secara kekerasan kemudian pelaku hanya 
melakukan intimidasi tanpa mengambil harta dan tanpa 
membunuh, keluar untuk mengambil harta secara kekerasan 
kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh, keluar untuk 
mengambil harta secara kekerasan kemudian ia melakukan 
pembunuhan tanpa mengambil harta, dan keluar untuk 
mengambil harta secara kekerasan kemudian ia mengambil 
harta dab melakukan pembunuhan.22 
e) Al-baghyu  (Pemberontakan) 
Pemberontakan atau Al-baghyu diartikan sebagai keluarnya 
seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alas an. 
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa pemberontakan adalah 
                                                          
21 Ibid.. hlm. 145. 
22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 95. 
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orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak 
mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak 
kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki 
pemimpin.23 
f) Al-Khamr (Minum-minuman keras) 
Larangan minum-minuma keras didasarkan pada ayat Al-
Qur’an surat Al-Maidah ayat 90. Tetapi dalam ayat tersebut 
tidak ditegaskan hukuman apa bagi peminum khamr. Sanksi 
pada delik ini didasarkan pada hadits Nabi yakni melalui 
sunah fi’liyah-nya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini 
adalah dera 40 kali.24 
g) Jari>mah Riddah (Murtad) 
Riddah dari segi bahasa artinya ruju’ (kembali). Sedangkan 
menurut istilah Riddah ialah orang yang kembali dari agama 
Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani 
menyampaikan kafir setelah beriman.25 
2) jari>mah qis{a>s{ dan diya>t 
jari>mah qis{a>s{ dan diya>t adalah jari>mah yang diancam 
dengan hukuman qis{a>{s atau diya>t. Baik qis{a>{s atau 
di>yat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan 
                                                          
23 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…,  hlm. 158. 
24 Ibid.. hlm. 160. 
25 Ibid.. hlm. 162.  
32 
 
 
 
oleh syara’. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa 
hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan 
qis{a>{s dan diya>t merupakan hak manusia (hak individu). Di 
samping itu, perbedaan yang lain ialah karena hukuman qis{a>{s 
dan diya>t merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bias 
dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, 
sedangkan hukuman had tidak bias dimaafkan atau digugurkan. 
Macam jari>mah qis{a>{s dan di>yat ada lima yaitu : 
a) Pembunuhan sengaja 
b) Pembunuhan menyerupai sengaja 
c) Pembunuhan karena kesalahan 
d) Penganiayaan sengaja 
e) Penganiayaan tidak sengaja.26 
3) Jari>mah ta’zi>r 
Secara etimologis ta’zi>r ialah menolak dan mencegah. Tim 
penyusus kamus Al-mu’jam Al-Wasith, mendefinisikan ta’zi>r 
sebagai pengajaran yang tidak sampai kepada ketentuan had 
syar’i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki 
(pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina. 
 Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jari>mah 
ta’zi>r, yaitu : 
a) jari>mah ta’zi>r menyinggung hak Allah. 
                                                          
26 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. Xi. 
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Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan 
kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat 
kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, 
dan penyelundupan. 
b) Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak individu 
Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, 
pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan 
pemukulan.27 
B. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pencurian Menurut Hukum Positif 
a. Pengertian pencurian 
Tindak pidana pencurian termasuk dalam kejahatan terhadap 
harta benda di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan terhadap 
harta benda mengganggu kepentingan manusia dalam beraktivitas 
dan mengganggu kepentingan keamanan dalam masyarakat.28 
Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367  
KUHP tentang Pencurian.29 
b. jenis-jenis pencurian 
                                                          
27 Nurul Irfan, Hukum Pidana islam, ed Nur Laili Nusroh dan Dhia Ulmila, (Jakarta: 
Sinar Grafika, cet I, 2016), hlm. 94 
28 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan mudah  memahami Hukum Pidana..., 
hlm. 127. 
29 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal hlm. 249. 
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Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana 
Indonesia dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam, sesuai dengan yang 
diatur dalam pasal 362-367 KUHP, yaitu : 
1) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam 
Pasal 362 KUHP. Adapun unsurnya ialah unsur objektif yaitu 
perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang 
tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
Sedangkan unsur subjektinya yaitu dengan maksud, untuk 
memiliki, secara melawan hukum.30 
2) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam 
Pasal 363 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 
ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Tetapi 
dalam pasal ini ada unsur pemberatnya, yaitu ancaman 
hukuman lebih berat (penjara selama-lamanya tujuh tahun).31 
3) Tindak pidana pencurian ringan 
Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 
KUHP. Pencurian ringan dapat berupa tindak pidana 
pencurian dalam bentuk pokok; tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
                                                          
30 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan mudah  memahami Hukum Pidana..., 
hlm. 128. 
31 Ibid… hlm. 130. 
35 
 
 
 
sama; atau tindak pidana pencurian yang untuk 
mengusahakan jalan masuk ke tempat kejadian atau untuk 
mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang 
bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, 
pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah 
palsu atau seragam palsu.32  
4) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekeasan diatur dalam Pasal 
365 KUHP. 
5) Tindak pidana pencurian dalam keluarga 
Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 
367 KUHP.33 
2. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian pencurian 
Pencuri ialah orang yang mengambil benda dan/atau barang 
milik orang lain secara diam-diam.34 Dasar sanksi hukum bagi 
pencuri di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38 
: 
                                                          
32 Lumintang dan Theo Lumintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, ed 2, cet 1, 2009), hlm. 54. 
33 Ibid.. hlm. 62. 
34 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam..., hlm. 62 
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 ََِّاللَّ  نِمًَلًا  ك  نَا  ب  س  كَا  مِبًَءا  ز  جَا  مُه  يِدْي أَاوُع  طْقا فَُة قِرا َّسلا  وَُقِرا َّسلا  وََۗ
ٌَميِك  حٌَزيِز  عَُ َّاللّ  و 
Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana”.35 
 
Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut : 
1) Mengambil secara diam-diam 
Mengambil secara diam-diam terjadi apabila korban tidak 
mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak 
merelakannya. Contohnya ialah seseorang mengambil barang 
milik orang lain dari dalam rumah pada malam hari ketika 
pemilik sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan 
itu dengan sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa 
kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan 
perampasan. 
2) Barang yang diambil berupa harta 
Unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong 
tangan bagi pencuri ialah bahwa barang yang dicuri itu harus 
barang yang bernilai mal (harta). Dalam kaitan dengan barang 
yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bias 
                                                          
35 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha 
Putra, 1998), hlm. 212. 
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dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut yaitu 
: 
a) Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwin. 
b) Barang tersebut harus barang yang bergerak 
c) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan 
d) Barang tersebut mencapai nisab pencurian36 
3) Harta tersebut milik orang lain 
Dalam tindak pidana pencurian, unsur ini merupakan unsur 
yang paling penting yaitu barang tersebut ada pemiliknya, dan 
pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan 
demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti 
benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap 
sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.37 
4) Adanya niat yang melawan hukum 
Unsur ini tepenuhi apabila pelaku pencurian mengambil 
suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan 
miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan 
demikian apabila ia mengambil barang tersebut dengan 
keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah 
                                                          
36 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam...,  hlm. 85 
37 Ibid.. hlm. 87. 
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maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada 
maksud melawan hukum.38 
b. Hukuman untuk pencurian 
Apabila dalam tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan 
maka pelaku pencurian tersebut dapat dikenai dua macam hukuman 
yaitu sebagai berikut :  
1) Penggantian kerugian (Dhaman) 
 Menurut pendapat Imam Abu Hanifah penggantian kerugian 
dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikeinai 
hukuman potong tangan. Apabila hukuman poting tangan 
dilakukan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. 
Dengan demikian hukuman potong tangan dan pengganti 
kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. 
Alasannya yaitu bahwa Al-Qur’an hanya menyebutkan 
hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, 
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al Maidah ayat 38, 
dan tidak menyebut penggantian kerugian. 
 Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa 
hukuman pengganti keruugian dan hukum potong tangan dapat 
dilaksanakan bersama-sama. Alasannya yaitu bahwa dalam 
pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah 
dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan 
                                                          
38 Ibid.. hlm. 88. 
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sebagai imbangan dari hak Allah, sedangkan pengganti kerugian 
dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia. 
 Imam Malik berpendapat bahwa apabila barang yang dicuri 
sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia 
diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai 
barang yang telah dicuri disamping ia dikenai hukuman potong 
tangan.39  
2) Hukuman potong tangan 
 Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak 
bias digugurkan. Hukuman potong tangan adalah hukuman 
pokok untuk tindak pidana pencurian.40 Ketentuan ini 
didasarkan pada ketentuan Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 
38 : 
َ  نِمًَلًا  ك  نَا  ب  س  كَا  مِبًَءا  ز  جَا  مُه  يِدْي أَاوُع  طْقا فَُة قِرا َّسلا  وَُقِرا َّسلا  و
ٌَميِك  حٌَزيِز  عَُ َّاللّ  وََِۗ َّاللّ 
Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan 
bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.41 
  
                                                          
39 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.., hlm. 90. 
40 Ibid..  hlm. 91. 
41 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha 
Putra, 1998), hlm. 212. 
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C. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pembunuhan Menurut Hukum Positif 
a. Pengertian pembunuhan 
Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) disebut dengan kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan 
ini terdapat dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.42 
Kejahatan terhadap jiwa atau kejahatan terhadap nyawa 
adalah kejahatan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. 
Tindak pidana terhadap nyawa di sini, akibat yang timbul adalah 
hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini 
dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul 
merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah 
akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan 
seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Apakah dengan cara 
memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman 
dan menenggelamkan dalam laut atau dalam air, dan lain 
sebagainya.43 
b. Macam-macam pembunuhan 
1) Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja  
                                                          
42 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal..., hlm. 240. 
43 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, ed 
Fifit Fitri Lutfianingsih.., hlm. 106. 
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Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 
terdapat beberapa macam, yaitu : 
a) Tindak pidana pembunuhan biasa (diatur dalam Pasal 338 
KUHP) 
b) Tindak pidana pembunuhan disertai perbuatan lain (diatur 
dalam Pasal 339 KUHP) 
c) Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan (diatur 
dalam Pasal 340 KUHP) 
d) Tindak pidana pembunuhan terhadap anak (diatur dalam 
Pasal 341 KUHP) 
e) Tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang 
direncanakan (diatur dalam Pasal 342 KUHP) 
f) Turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan anak 
(diatur dalam Pasal 343 KUHP) 
g) Tindak pidana pembunuhan atas permintaan sendiri 
(diatur dalam Pasal 344 KUHP) 
h) Tindak pidana menghasut untuk bunuh diri (diatur dalam 
Pasal 345 KUHP) 
i) Tindak pidana terhadap gugurnya kandungan (diatur 
dalam Pasal 346 KUHP) 
j) Tindak pidana terhadap gugurnya kandungan tanpa izin 
(diatur dalam Pasal 347 KUHP) 
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k) Tindak pidana gugurnya kandugan atas izin perempuan 
(diatur dalam Pasal 348 KUHP) 
l) Tindak pidana yang dilakukan oleh tabib (diatur dalam 
Pasal 349 KUHP) 
2) Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja 
Tindak pidana ini dilakukan dengan tidak sengaja atau 
karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang. Yang 
termasuk dalam tindak pidana pembunuhan dengan tidak 
sengaja yaitu : 
a) Karena kelalaiannya membuat mati orang lain (diatur 
dalam Pasal 359 KUHP) 
b) Karena kelalaiannya membuat orang luka berat (diatur 
dalam pasal 360 KUHP) 
c) Karena kelalaiannya dalam jabatan membuat orang mati 
(diatur dalam Pasal 361 KUHP).44 
2. Pembunuhan Menurut Hukum Islam 
a. Pengertian pembunuhan dan dasar hukumnya 
Definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap 
orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan 
tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. 
                                                          
44 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
(Jakarta: Kencana, cet 1, 2014), hlm. 107. 
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Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan, yaitu 
: “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan 
kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa 
manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”. 
Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang syara’, hal ini 
didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am 
ayat 15 
اَلَو اُُلتَْقتاو َاسْفَّنلا ِيتَّلا َام َّرَح اُ َّاللّ ا َِّلإ ا قَحْلِاب  
 
Artinya : “… dan jangan lah kamu membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dnegan sesuatu 
(sebab) yang benar…”45  
 
b. Macam-macam pembunuhan 
Pembunuhan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
sebagai berikut : 
1) Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan 
dengan melawan hukum. 
2) Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan 
dengan tidak melawan hukum, misalnya membunuh orang 
murtad, ataupembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas 
melaksanakan hukuman mati.46 
                                                          
45 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam …, hlm. 137. 
46 Ibid.. hlm. 139. 
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Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi menjadi beberapa 
bagian, Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi menjadi tiga, 
yaitu : 
1) Pembunuhan sengaja 
Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan 
menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.47 
Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh 
Abdul Qadir Audah yaitu : “pembunuhan sengaja adalah suatu 
pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”. 
Hukuman untuk pembunuhan sengaja yaitu qis{a>s{ dan 
kafarat, sedangkan penggantinya adalah diya>t dan ta’zir. dan 
untuk hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris 
dan hak wasiat. 
Unsur-unsur pembunuhan sengaja yaitu : 
a) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup 
Salah satu unsur pembunuhan adalah korban harus 
manusia yang hidup. Apabila korban bukan manusia atau 
manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka 
pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qis{a>s{ atau 
hukuman lainnya. Selain syarat harus hidup, korban juga 
                                                          
47 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24. 
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harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari 
Islam (Negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan 
cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian 
keamanan, seperti kafir dzimmi dan musta’man. 
b) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku 
Ada hubungan sebab-akibat dalam perbuatan dan 
kematian, yaitu kematian terjadi akibat dari perbuatan 
yang dilakukan pelaku. Apabila hubungan itu terputus, 
artinya kematian disebabkan oleh hal lain. Maka pelaku 
tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja. Jenis 
perbuatan yang dilakukan pelaku dalam pembunuhan bias 
bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, 
penusukan, pembakaran, peracunan, dan lain sebagainya. 
c) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian 
Pembunuhan yang dilakukan dianggap pembunuhan 
sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk 
membunuh korban, bukan hanya kesengajaan 
perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang 
membedakan antara pembunuhan sengaja dengan 
pembunuhan lainnya.48 
2) Pembunuhan menyerupai sengaja 
                                                          
48 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 140. 
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Pembunuhan tidak sengaja merupakan pembunuhan yang 
dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Contohnya 
adalah seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian 
pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa orang 
yang lewat lalu meninggal dunia.49 
Menurut Hanafiah, seperti dikutip oelh Abdul Qadir Audah, 
pengertian pembunuhan menyerupai sengaja yaitu  
“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan 
dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, 
cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan 
kematian”. 
Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam 
diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok 
dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman 
pokoknya adalah diya>t dan kifarat. Sedangkan hukuman 
penggantinya adalah ta’zi>r. 
Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ialah: 
a) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan 
kematian 
Syarat unsur ini yaitu pelaku melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa 
                                                          
49 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam..., hlm. 24. 
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pemukulan, pelukaan atau lainnya. Adapun alat atau cara 
yang digunakan tidak tertentu. Artinya kadang-kadang 
bias saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya 
menggunakan tangan dan kadang-kadang menggunakan 
alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu atau cambuk.  
b) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan 
Dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk 
membunuh korban tidak ada, akan tetapi, karena niat ini 
ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata maka 
indikatornya adalah alat yang digunkan untuk membunuh 
korban. 
c) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku 
Ada hubungan sebab-akibat dalam perbuatan dan 
kematian, yaitu kematian terjadi akibat dari perbuatan 
yang dilakukan pelaku. Apabila hubungan tersebut 
terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, 
pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan 
hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.50 
3) Pembunuhan karena kesalahan 
Pembunuhan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsur 
kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan 
tidak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau 
                                                          
50 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam...,  hlm. 143. 
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karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan 
adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari 
perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang 
dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap 
bersalah, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana 
dikemukakan oleh Sayid Sabiq ialah : “Pembunuhan karena 
kesalahan adalah apabila seorang mukalaf melakukan 
perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak 
binatang buruan, atau membidik suatu sasaran, tetapi 
kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan 
membunuhnya”. 
Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama 
dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu 
hukuman pokonya diya>t dan kifarat, dan hukuman 
tambahannya penghapusan hak waris dan hak wasiat. 
Unsur pembunuhan karena kesalahan yaitu : 
a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban 
syarat pembunuhan karena kesalahan adalah adanya 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, 
baik ia menghendaki perbuatan terseut maupun tidak. 
Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, 
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seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang 
mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, 
melemparkan batu, menggali sumur atau parit dan 
sebagainya. 
b) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan 
Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu 
perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh 
pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak 
langsung, dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan 
demikian dalam pembunuhan karena kekeliruan, 
kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau 
karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu 
melanggar peraturan pemerintah. 
c) Adanya hubungan sebab-akibat antara kekeliruan dan 
kematian 
Hubungan sebab-akibat dianggap ada, manakala 
pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang 
mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu 
sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat 
langsung perbuatan pihak lain. Sebagai contoh dari 
perbuatan pihak lain seperti seseorang yang memberi upah 
kepada pihak lain untuk membuat saluran(galian) di 
tengah jalan, lalu ada orang jatuh kedalamnya dan mati. 
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Dalam contoh ini orang yang menyuruh itulah yang harus 
bertanggung jawab atas akibat yang terjadi.51 
 
D. Teori Unsur-unsur Tindak Pidana 
Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu : 
1) Unsur Objektif 
Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, 
yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku 
itu harus dilakukan. Terdiri dari : 
a) Sifat melanggar hukum 
b) Kualitas dari si pelaku, Misalnya keadaan sebagai pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan. 
c) Kausalitas, Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
2) Unsur subjektif 
Merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku. Unsur ini terdiri 
dari : 
a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 
b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
                                                          
51 Ibid.. hlm. 141. 
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d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 
340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu. 
e) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.52 
Sedangkan Yang termasuk dalam unsur-unsur umum jari>mah adalah 
: 
1) Unsur formil (adanya undang-undang atau nash, artinya adalah 
bahwa setiap perbuatan tindak pidana tidak dianggap melawan 
hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau 
undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang mendukung unsur 
formil ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar 
hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya 
ketentuan nash”. kaidah lainnya menyebutkan “tiada hukuman bagi 
perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas”. 
2) Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya yaitu adanya 
tingkah laku seseorang baik dengan sikap berbuat maupun sikap 
tidak berbuat yang membentuk jari>mah.  
3) Unsur moril (pelakunya mukalaf), artinya adalah pelaku jari>mah 
adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
terhadap jari>mah yang diperbuat.  
Kemudian unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus 
merupakan unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu 
                                                          
52 Ibid.. hlm. 51. 
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dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jari>mah yang satu dengan 
jari>mah yang lainnya. Contohnya pada jari>mah pencurian, harus 
memenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan 
cara sembunyi-sembunyi, barangyang dicuri milik orang lain secara 
sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasan pihak pencuri. 
Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada 
pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Sedangkan unsur 
khusus yang ada pada jari>mah h}ira>bah yaitu pelakunya harus 
mukalaf, membawa senjata, jauh dari keramaian. Maka dapat 
disimpulkan bahwa unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda 
pada setiap jenis jari>mah.53 
E. Teori Hukuman 
Hukuman merupakan suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh Hakim dengan memvonis kepada orang yang telah 
melanggar undang-undang hukum pidana. Adapun jenis-jenis hukuman 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman atau 
pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 
Peraturan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP yang mengatur pidana yaitu : 
a. Pidana Pokok  
1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
                                                          
53 Ibid.. hlm. 12. 
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4) Pidana denda; 
5) Pidana tutupan. 
b. Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
2) Perampasan barang-barang tertentu; 
3) Pengumuman putusan Hakim. 54 
Dalam hukum Islam, Uqu>bah adalah bentuk balasan bagi seseorang 
yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah 
dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dan 
pemidanaan dalam syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan 
umat dan mencegah kedaliman atau kemadharatan.55  
Agama Islam berusaha melindungi masyarakat dengan berbagai 
ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, maupun berbagai ketentuan 
dari ulil amri atau pemimpin atau lembaga legislatif yang mempunyai 
kewenangan dalam menetapkan hukuman bagi kasus-kasus ta’zi>r. Berikut 
adalah dasar-dasar penjatuhan uqu>bah atau hukuman: 
 ِضُي َف ٰىََوْلْا ِعِبَّت َت َلََو ِّقَْلِْاب ِساَّنلا َْيْ َب ْمُكْحَاف ِضْرَْلْا فِ ًةَفيِلَخ َكاَنْلَعَج اَّنِإ ُدوُواَد َاي ْنَع َكَّل
 ِهَّللا ِليِبَسا ۚ  ِْلْا َمْو َي اوُسَن َابِ ٌديِدَش ٌباَذَع ُْمَلْ ِهَّللا ِليِبَس ْنَع َنوُّلِضَي َنيِذَّلا َّنِإ َس ِبا  
Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia 
                                                          
54 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hokum Pidana(KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 35. 
55 Makhrus Munajat, Hukum Pidana di Indonesia, (Yogjakarta: Teras, 2009), hlm. 111. 
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akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan.”(QS. Ash-Shad: 26)56 
 
 
 
                                                          
56 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: Penyelenggara Penerjemah, 
2013), hlm. 454. 
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BAB III 
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN ANTARA 
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KIUHP) DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
A. Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan 
yang menyimpang. Menyimpang merupakan perbuatan yang tidak sesuai 
dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan juga dapat dikenai 
sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pasal 362 KUHP menegaskan 
bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum diancam karena pencurian”.  
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. 
Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah 
dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku 
berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada 
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di tangannya dan bisa saja terjadi matinya korban. Sedangkan, tindak 
pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.1 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 
KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan 
kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk 
mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, 
disebutkan bahwa:  
(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, 
dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti 
dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan 
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika 
tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri 
atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan 
melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada 
ditangannya. 
(2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan 
1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam 
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada 
rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem 
yang sedang berjalan 
2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama 
atau lebih 
                                                          
1 P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta 
Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, cet 1, 1989), hlm. 11. 
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3e. jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu 
dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan 
jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu 
4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka 
berat 
(3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan 
jika karena perbuatan itu ada orang mati. 
(4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun 
dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka 
berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 
3.2 
Pasal 365 ayat (3) KUHP yang istinya tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain: 
1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);  
a. Unsur-unsur objektif 
1) Perbuatan mengambil 
2) Suatu benda 
3) Seluruhnya atau sebagian 
b. Unsur-unsur subjektif 
                                                          
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia,1995), hlm. 254. 
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1) Maksud dari si pembuat 
2) Untuk memiliki benda itu sendiri 
3) Secara melawan hukum 
Penjelasan unsur-unsurnya yaitu : 
1) Perbuatan mengambil 
Perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahan suatu 
benda dari kedudukanya atau tempatnya semula ketempat lain 
untuk dikuasai. Pengertian perbuatan mengambil ini telah 
mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan 
pencurian, yakni unsur benda, yang selain benda berwujud dan 
bergerak dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud dan 
tidak bergerak. Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya 
terbatas pada memindahkan sesuatu benda dengan jalan 
“membawa” (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil 
itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu benda telah 
berpindah dari tempat semula ketempat lain yang 
dikehendakinya, agar dapat dikuasai. 
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan 
pencurian telah selesai apabila si pelaku telah mengambil atau 
memindahkan benda dari tempatnya semula ketempat lain 
dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara 
melawan hukum. Jadi apabila perbuatan tersebut hanya 
memegang, menyentuh, atau mengulurkan tangan tidak dapat 
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dikatakan telah selesai melakukan perbuatan mencuri tetapi 
dapat dikatakan baru melakukan “percobaan” untuk melakukan 
pencurian.3 
2) Suatu Benda 
Unsur benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari 
perbuatan. Dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, pengertian 
benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat 
dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembanganya 
meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud 
dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai 
ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.4 
3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
Unsur kepunyaan orang lain dalam Pasal 362 KUHP dapat 
berupa seluruh benda adalah kepunyaan orang lain atau hanya 
sebagian saja kepunyaan orang lain. Kepunyaan orang lain 
dalam rumusan Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik orang 
lain, maksudnya  si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki 
benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain 
berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda 
yang diambilnya, misalnya harta warisan. 
 
                                                          
3 P.A.F Lamintang Dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: 
Sinar Baru, cet. 3, 1983), hlm. 19. 
4 Ibid.. hlm. 88. 
60 
 
 
 
4) Maksud dari si pembuat. 
Perkataan “maksud” didalam rumusan Pasal 263 KUHP 
merupakan terjemahan dari perkataaan  “oogmerk”. Perkataan 
oogmerk ini pengertiannya sama dengan“opzet”, yang dapat 
diartikan dengan “Kesengajaan atau dengan maksud”. Dengan 
demikian dapat pula dikatakan delik pencurian sebagai delik 
kesengajaan. Kesengajaan itu sendiri dapat diartikan sebagai 
suatu perbuatan yang dilakukan secara disadari, dimana dalam 
perbuatan tersebut ia menghendaki melakukannya serta 
mengerti pula akan akibat yang timbul atau dapat timbul dari 
perbuatanya. Dalam ilmu hukum, kesengajaan itu dikenal 
dengan dalam 3 bentuk, yaitu : 
a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yang 
berati bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 
sengaja, perbuatan mana menjadi tujuan sesuai dengan 
kehendaknya. 
b) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zakerheids), yang 
berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan dimana 
sangat disadari bahwa akibat lain yang bukan menjadi 
tujuan perbuatannya pasti timbul. Terhadap akibat lain yang 
timbul, yang bukan merupakan tujuan perbuatanya, 
dikatakan adanya kesengajaan sebagai kepastian. 
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c) kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), yang 
berarti  seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan 
tertentu, dimana disadarinya bahwa selain tujuannya 
tercapai maka mungkin ada akibat lain yang tidak 
dikehendakinya dapat terjadi. 
5) Untuk memiliki benda itu sendiri 
Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan 
atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-
akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud 
memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagi 
jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada 
orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya. 
Suatu kejahatan pencurian itu dianggap telah selesai dengan 
terbuktinya unsur “maksud menguasai benda yang akan diambil 
itu bagi dirinya sendiri”, jadi cukup dapat dibuktikan bahwa 
“maksud” tersebut ada, dan tidak perlu bahwa benda yang 
diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan 
kepada orang lain, dijual, digadaikan atau sebagainya.5 
6) Melawan hukum 
Unsur “melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang 
terakhir dari kejahatan pencurian. Unsur melawan hukum dalam 
pasal 362 KUHP berarti tiap perbuatan mengambil milik orang 
                                                          
5 Ibid.. hlm. 101. 
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lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang 
bertentangan dengan hukum dan ddasarkan pada niat jahat. 
Bertentangan dengan hukum maksudnya ialah brtentangan 
dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain.6 
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);  
a. Unsur obyektif : 
1) Pencurian  
   Pencurian adalah suatu proses atau cara mengambil 
barang milik orang laintanpa izin atau dengan tidak sah, 
biasanya dengan sembunyi-sembunyi.7 
2) Dengan (didahului, disertai, diikuti) oleh kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap seseorang. 
a) Kekerasan 
Kekerasan yang dimaksudkan hanya ditujukan untuk 
orang, bukan untuk kekerasan terhadap barang. 
b) Ancaman Kekerasan 
Ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang 
menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang 
yang diancam. 
c) Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
Kekerasan atau ancaman 
                                                          
6 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan, 
(Malang: UMM Pres,2008), hlm. 196. 
7 Kamus besar bahasa indonesia 
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 kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian 
atau mempersiapkan pencuriannya. 
d) Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan 
bersamaan dengan pencuriannya. 
e) Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah 
melakukan pencurian. 
b. Subyektif: 
1) Dengan maksud untuk Mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian itu. 
Apabila pencurian itu disertai oleh kekerasan, yang 
artinya bahwa pelaksanaan pencurian dengan pelaksanaan 
kekerasan terjadi secara  berbarengan/serentak, maka 
maksud melakukan kekerasan itu ditujukan pada hal 
mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak 
pidana pencurian. 
2) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau 
orang lain dalam kejahatan itu: untuk melarikan diri atau 
untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang 
dicurinya. 
Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku 
ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. 
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Selain itu, tertangkap tangan juga berarti bahwa 
ditemukannya alat atau petunjuk yang mengarah kepada 
pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan.8 
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang (Pasal 365 
ayat 3) ;  
Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain 
yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian 
tersebut. 
2. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan 
kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan 
suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian 
dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat 
lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. 
Hukuman atau sanksi yang diberikan untuk tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu 
sesuai dengan yang terdapat dalam isi Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu 
bunyinya “Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun 
                                                          
8 Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: Universitas Muhammadiyah, cet-3, 
2006), hlm. 20. 
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dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati”. Maka sesuai 
dengan pasal tersebut yaitu penjara selama-lamanya lima belas tahun.9 
B. Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan Menurut Hukum 
Pidana Islam 
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan 
Menurut Hukum Pidana Islam 
Seseorang yang berniat mengambil harta orang lain dengan cara 
anarkis dan berhasil mengambil harta serta membunuh pemiliknya 
termasuk dalam kategori jari>mah h}ira>bah. Secara harfiah h}ira>bah 
pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencurian, perbedaannya 
yaitu mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, 
sedangkan h}ira>bah mengambil harta orang lain dengan cara anarkis. 
Misalnya merampok, mengancam, atau menakut-nakuti orang.10 
Ada beberapa pengertian h{ira>bah yang dikemukakan oleh para 
ulama, yaitu : 
a. Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, 
pengertian h}ira>bah ialah “h}ira>bah… adalah keluar untuk 
mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya 
menakut-nakuti orang yang lewat dijalan, atau mengambil harta, 
atau membunuh orang”. 
                                                          
9  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal..., hlm. 241. 
10 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69. 
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b. Menurut Syafi’iyah pengertian hira>bah ialah “H}ira>bah … 
adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau 
menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada 
kekuatan, dan jauh dari pertolongan(bantuan)”.  
c. Menurut Imam Malik, hira>bah adalah mengambil harta dengan 
tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak. Golongan 
Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut 
pelaku perampokan adalah orang yang melakukan tindak kekerasan 
dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan tindak 
kekerasan di muka bumi. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti persoala tindak 
pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud 
untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan, apakah 
dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak. 
Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas, dapat 
diketaui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat 
macam, yaitu sebagai berikut : 
a. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian 
pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan 
tanpa membunuh. 
b. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia 
mengambil harta tanpa membunuh. 
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c. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia 
melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta. 
d. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia 
mengambil harta dan melakukan pembunuhan.11 
Ada beberapa unsur yang terdapat didalam jari>mah hira>bah, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Keluar untuk mengambil harta. 
Unsur jari>mah hira>bah ini yaitu keluar untuk mengambil harta, 
harta yang dicuri itu harus harta yang berniali mal (harta, baik dalam 
kenyataanya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak. Disini 
terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan 
pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta 
sedangkan dalam perampokan adalah tindakan keluar dengan tujuan 
mengambil harta, yang dalam pelaksanaanya mungkin tidak 
mengambil harta, melainkan tindakan lain, seperti melakukan 
intimidasi atau membunuh orang.12 
b. Dilakukan dengan terang-terangan dan disetai kekerasan. 
Unsur ini membedakan antara perampokan dengan pencurian. Abdul  
Qadir Audah mengistilahkan hira>bah dengan sariqah kubra 
(pencurian besar), sedangkan pengambilan harta yang dilakukan 
secara diam-diam disebut dengan sariqah sughra ( pencurian kecil). 
                                                          
11 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 3, 2016), 
hlm. 95. 
12  Ibid. 
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besar kecil di sini tidak dimaksudkan untuk membedakan besar 
kecilnya harta yang diambil, tetapi membedakan cara 
pengambilannya. 
c. Adanya realisasi, apakah itu dalam bentuk intimidasi (menakut-
nakuti) saja, atau mengambil harta saja, atau membunuh saja, atau 
mengambil harta, intimidasi dan membunuh. 
Telah disebutkan diatas bahwa bentu-bentuk jari>mah hira>bah itu 
terdapat empat macam, yaitu keluar untuk mengambil harta secara 
kekerasan kemudian pelaku hanya menakut-nakuti tanpa mengambil 
harta dan membunuh, keluar mengambil harta secara kekerasan 
kemudian pelaku hanya mengambil harta tanpa membunuh, keluar 
mengambil harta secara kekerasan kemudian pelaku membunuh 
tanpa mengambil harta, dan keluar mengambil harta secara 
kekerasan kemudian pelaku mengambil harta dan melakukan 
pembunuhan.13 
2. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan Menurut 
Hukum Pidana Islam 
Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, dibawah ini merupakan 
penjelasan rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut : 
a. Hukuman untuk menakut-nakuti 
Hukuman untuk jenis ini yaitu pengasingan. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. 
                                                          
13 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 95. 
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Sedangkan menurut Imam Syafi'£ dan Syi'ah Zaidiyah, 
hukumannya ialah ta'zir atau pengasingan, karena kedua jenis 
hukuman ini dianggap sama. 
Pengasingan menurut Malikiyah yaitu dipenjarakan di tempat 
lain, bukan di tempat terjadinya jarimah hirabah. Hanafiyah 
mengartikan pengasingan dengan dipenjarakan, tetapi tidak mesti 
diluar daerah terjadinya perampokan.  
Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 
dan Imam Syafi'i tidak terbatas. Artinya tidak ada batas waktu 
tertentu untuk penahanan seorang pelaku jari>mah hira>bah. Oleh 
karena itu, ia tetap dipenjara sampai ia betul-betul bertaubat, dan 
tingkah lakunya menjadi baik. 
b. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh 
Apabila hanya mengambil harta tanpa membunuh maka 
menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Syi'ah Zaidiyah, 
hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, 
yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya.  
Dalam Surat Al-Maidah ayat 33, hukuman untuk pelaku jarimah 
hirabah dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim 
intuk memilih hukuman-hukuman yang terdapat dalam Surat Al-
Maidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena jenis 
hirabah ini termasuk dalam pencurian berat, sedangkan hukuman 
pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Maka dari itu, untuk 
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jarimah hirabah jenis ini tidak boleh lebih ringan daripada potong 
tangan.  
c. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta 
Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa 
mengambil hartanya, maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam 
Syafi'i, dan satu riwayat dadi Imam Ahmad berpendapat bahwa 
hukumannya ialah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had 
tanpa disalib. Sedangkan menurut riwayat lain dari Imam Ahmad 
dan salah satu pendapat Syi'ah Zaidiyah di samping hukuman mati, 
pelaku juga harus disalib.  
d. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta 
Jari>mah hira>bah jenis ini sama seperti tindak pidana 
pembunuhan disertai pencurian , karena pelaku jarimah membunuh 
serta mengambil harta milik korban. Pada jari>mah ini menurut 
Imam Syafi'i, Imam Ahmad Syia'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, , 
dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya 
adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan 
dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam 
kasus ini hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga 
alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian 
dibunuh atau disalib, kedua dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong 
tangan dan kaki, ketiga disalib kemudian dibunuh.14 
                                                          
14 Ibid.. hlm. 102. 
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e. Perampok yang bertaubat sebelum tertangkap, maka hukuman-
hukuman yang disebutkan tadi gugur dari dirinya, yaitu hukuman 
yang khusus ditimpakan kepada perampok. Dasarnya adalah firman 
Allah SWT, 
  ِ   ْن  م اُوبَات َني ذالا الَّ ْم هْيَلَع اوُر دْق َت ْنَأ  لْب َق  ۖ  ُفَغ َهاللا انَأ اوُمَلْعَاف  مي  َِر  رو  
Artinya : “kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) 
sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka, 
ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. 
(Al-Ma’idah [5]: 34). 15 
 
 
                                                          
15 Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum 
IslamMadzhab Syafi’I, (Surakarta: Media Zikir,cet I, 2010), hlm. 424. 
 
 
72 
 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Persamaan Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan Antara 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana 
Islam. 
1. Aspek Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam aspek unsur-unsur tindak pidana, persamaan tindak pidana 
pencurian disertai pembunuhan antara hukum positif dan hukum Islam 
yaitu sama-sama terdapat unsur : 
No Kitab Undung-undang Hukum Pidana Hukum Pidana Islam 
1 Perbuatan mengambil harta Perbuatan mengambil harta 
2 Menghilangkan nyawa Menghilangkan nyawa 
3 Dengan cara melawan hukum Dengan cara melawan 
hukum 
 
Penjelasannya sebagai berikut : 
a. Perbuatan mengambil harta 
Pasal 365 ayat (3) unsur perbuatan mengambil harta adalah unsur 
objektif dalam bentuk pokok yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. 
Sedangkan dalam hukum pidana Islam unsur perbuatan mengambil 
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harta di dalam jari>mah h{ira>bah juga merupakan unsur yang 
pokok atau utama. 
b. Menghilangkan nyawa. 
Pasal 365 ayat (3) unsur menghilangkan nyawa adalah unsur yang 
paling utama dalam pasal tersebut. Sedangkan hukum pidana Islam 
unsur menghilangkan nyawa di dalam jari>mah h{ira>bah termasuk 
dalam bentuk ke empat yaitu keluar untuk mengambil harta secara 
kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan 
pembunuhan. 
c. Dengan cara melawan hukum. 
Pasal 365 ayat (3) dalam kitab undang-undang hukum pidana dan 
jari>mah h{ira>bah  dalam hukum pidana Islam perbuatannya sama-
sama dengan cara melawan hukum. 
2. Aspek Hukuman 
No Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana 
Hukum Pidana Islam 
1 Pasal 365 ayat (3) Jari>mah h{ira>bah 
 
Dalam aspek hukuman, persamaan tindak pidana pencurian disertai 
pembunuhan antara kitab undang-undang hukum pidana dan hukum 
pidana Islam yaitu sama-sama mempunyai perundang-undangan yang 
mengatur tentang tindak pidana pencurian disertai pembunuhan yang 
didalamnya terdapat hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada 
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pelaku tindak pidana tersebut. Dalam kitab undang-undang hukum 
pidana perundang-undangan tentang tindak pidana tersebut terdapat 
dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, dan dalam hukum pidana Islam tindak 
pidana tersebut masuk dalam jari>mah h{udu>d tentang jari>mah 
hira>bah. 
B. Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Disertai PembunuhanAntara Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. 
1. Aspek Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam aspek unsur-unsur tindak pidana, perbedaan tindak pidana 
pencurian disertai pembunuhan antara kitab undang-undang hukum 
pidana dan hukum pidana Islam yaitu: 
No Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hukum Pidana Islam 
1 Kepemilikan barang : sebagian atau 
seluruhnya kepunyaan orang lain 
kepemilikan barang : 
tidak dijelaskan 
2 Pelaku hanya satu orang Pelaku lebih dari satu 
orang 
 
Penjelasannya sebagai berikut : 
a. Kepemilikan barang 
Pasal 365 ayat (3) dalam kitab undang-undang hukum pidana, 
kepemilikan barang yang diambil pelaku yaitu sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain, maksudnya adalah apabila sebagai 
milik orang lain maka si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki 
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benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain 
berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya. 
Sedangkan pada jari>mah h{ira>bah dalam hukum pidana Islam 
tidak dijelaskan apakah barang yang diambil harus seluruhnya 
milik orang lain atau bias sebagian milik si pelaku. 
b. Jumlah pelaku 
Pasal 365 ayat (3) dalam kitab undang-undang hukum pidana 
jumlah pelaku hanya ada 1 , apabila jumlah pelaku lebih dari 1 
maka masuk dalam pasal 170 KUHP yang bunyinya : 
(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
6 (enam) bulan. 
(2) Yang bersalah diancam :  
ke-1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, 
jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka  
Ke-2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ; 
Ke-3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 
 
Sedangkan dalam jari>mah h{ira>bah sesuai definisinya ialah 
keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil 
harta dengan terang-terangan dan kekerasan, maka jumlah pelaku 
dalam jari>mah ini yaitu lebih dari 1 (satu) orang.  
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2. Aspek Hukuman 
Dalam aspek hukuman, perbedaan tindak pidana pencurian disertai 
pembunuhan antara kitab undang-undang hukum pidana dan hukum 
pidana Islam yaitu: 
No Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hukum Pidana Islam 
1 Jenis hukuman : tunggal Jenis hukuman : ada 
pilihan 
 
Penjelasannya sebagai berikut : 
a. Pasal 365 ayat (3) KUHP hukumannya berupa hukuman tunggal yaitu 
penjara dengan maksimal hukuman selama lima belas tahun penjara. 
b. Hukum pidana Islam hukuman untuk mencuri  dan membunuh ada 
pilihannya yaitu dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong 
tangan dan kaki atau hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari 
tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian 
dibunuh atau disalib, kedua dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong 
tangan dan kaki, ketiga disalib kemudian dibunuh. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, 
maka dapat diambil kesimpulan sebegai berikut: 
1. Tindak pidana pencurian disertai pembunuhan antara Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam mempunyai beberapa 
persamaan, dilihat dari aspek unsur-unsur tindak pidana yaitu sama-
sama terdapat unsur perbuatan mengambil harta, perbuatan 
menghilangkan nyawa, dan dengan cara melawan hukum, dan dilihat 
dari aspek hukuman yaitu sama-sama memiliki perundang-undangan,   
2. Tindak pidana pencurian disertai pembunuhan antara Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam mempunyai 
beberapa perbedaan, Dilihat dari aspek unsur-unsur perbedaannya 
yaitu unsur kepemilikan barang dan jumlah pelaku. Dan dilihat dari 
aspek hukuman dalam hukum positif yaitu hukumannya tunggal 
berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan 
dalam hukum Islam hukumannya adalah  hakim dapat memilih  antara  
potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, atau dibunuh 
tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, atau disalib kemudian 
dibunuh.
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang di paparkan di atas, penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Perlu adanya kejasama dari pemerintah melalui petugas sosial dan 
masyarakat pada umumnya untuk mencegah dan menanggulangi 
terjadinya pencurian disertai pembunuhan, pemerintah dalam hal ini 
melalui jaksa penuntut umum dan hakim dapat menuntut maupun 
menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin dan seadil-adilnya guna 
memberikan efek jera bagi pelaku dan juga memberi pelajaran bagi 
masyarakat terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak 
pidana pencurian disertai pembunuhan. 
2. Perlunya bagi masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT 
untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum 
sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian disertai 
pembunuhan dan juga tindak pidana lainnya. 
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